
 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN KUDUS 

 NOMOR 8 TAHUN 2010 
 

 
PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  KUDUS 

NOMOR   8  TAHUN  2010 
 

TENTANG 
 

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL 
KABUPATEN KUDUS 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KUDUS, 

 
Menimbang : a. bahwa keberadaan Lembaga Penyiaran Publik 

Lokal  sebagai media penyiaran di daerah 
mempunyai peranan yang sangat penting dan 
strategis dalam memberikan keseimbangan 
informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan 
yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga 
mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan 
program-program pembangunan, pemerintahan 
dan pemberdayaan kemasyarakatan;  
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  b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 
Publik, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kudus Nomor 16 Tahun 1991 
tentang Penggunaan Radio Siaran Pemerintah 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus 
sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud  huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kudus;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4225);  

 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286) ; 

 
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
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  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 
Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4485);  
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  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
  10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan, dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

    
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KUDUS 
 

dan  
 

BUPATI KUDUS 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN 

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL 
KABUPATEN KUDUS. 

 
BAB  I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan 
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

 
3. Bupati adalah Bupati Kudus. 

 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. 
 

5. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah 
daerah Kabupaten Kudus. 
 

6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang 
selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah lembaga 
penyiaran yang berbentuk badan hukum yang 
didirikan oleh Pemerintah Daerah, 
menyelenggarakan kegiatan penyiaran  radio 
atau penyiaran  televisi, bersifat independen, 
netral, tidak komersial, dan berfungsi 
memberikan layanan untuk kepentingan 
masyarakat yang siarannya berjaringan dengan 
Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan 
Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk 
televisi. 
 

7. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik 
Lokal yang selanjutnya disebut Dewan 
Pengawas adalah organ lembaga penyiaran 
publik yang berfungsi mewakili masyarakat, 
pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik 
yang menjalankan tugas pengawasan untuk 
mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.  
 


